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Abstract

The company has a goal in order to increase company profil by minimazing corporate tax
payments. This study aim to analyze effect about the influence of executive compensation,
executive ownership, and risk prefernce of executive, and connection political to corporate tax
avoidance. Sample of this research was manufacturing companies which is listed in Indonesia
Stock Exchanges during 2015 — 2018. This research method used purposive sampling method.
The sample used in this study were 92 companies with 4 years observation. Hypothesis in
these research were tested by multiple regression analysis by SPSS version 21.

The result of this research showed that executive ownership, risk preference of executive
influence the tax avoidance. Meanwhile executive compensation, and connection pollitical didn’t
influence the tax avoidance.

Keyword: executive compensation, executive ownership, risk, connection pollitical, and tax
avoidance.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak berasal dari berbagai sumber seperti
bea cukai, pemasukan pajak, serta pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perseorangan atau
badan.

Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk
tulang punggung anggaran negara. Dalam data realisasi APBN 2018, pendapatan Negara
ditetapkan sebesar Rp. 1.894.720,4 triliun, belanja Negara Rp. 2.220.657,0 triliun, dan
pembiayaan Rp. 325.936,6 triliun. Untuk tahun 2018, pendapatan Negara akan semakin
bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 79,82 persen dari total pendapatan
Negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.424 triliun. Oleh
karena itu, Negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun
berbeda dengan negara, perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu
beban (www.kemenkeu.go.id).

Perencanaan pajak atau tax planning merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan
keauangan perusahaan meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak
melanggar peraturan perpajakan (Pohan C.A, 2013). Perusahaan dapat melakukan banyak
strategi dalam perencanaan pajak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan
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melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Tax avoidance yaitu suatu cara untuk
meminimalkan pembayaran beban pajak secara legal yang masih sesuai dengan peraturan
undang-undang perpajakan.

Tax avoidance dalam praktik peraturan perpajakan tidak dilarang namun seringkali
mendapat sorotan negatif atas tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan utama perusahaan
berbeda dengan tujuan negara, dimana perusahaan memiliki tujuan untuk meminimalkan
pembayaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi beban salah
satunya beban untuk pembayaran pajak. Namun hal ini berbeda dengan negara, dimana
negara memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya bersumber
dari penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu
kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi
politik. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa
atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan (Desseler,
1997). Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif dalam bonus,
gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan lainnya yang diberikan kepada eksekutif
perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kompensasi eksekutif
dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak hal ini dikarenakan semakin besar
kompensasi yang diterima eksekutif maka beban pembayaran pajak yang dibayarkan juga akan
semakin besar maka eksekutif akan melakukan tindakan agar memperoleh keuntungan yang
lebih besar atas tindakan yang dilakukan salah satunya dengan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan saham eksekutif merupakan proporsi kepemilikan atas jumlah saham yang
dimiliki dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan eksekutif terhadap perusahaan dapat
mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif memiliki kontrol dan
memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan
untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Risiko adalah suatu koneskuensi yang terjadi dimasa yang akan datang atas suatu
tindakan yang telah terjadi dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Eksekutif
dalam mengambil keputusan bisnis memiliki dua karakteristik yaitu risk taker dan risk averse.
Eksekutif yang memiliki sifat risk taker yaitu eksekutif yang berani mengambil risiko dalam suatu
bisnis yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang telah dibuatnya. Sedangkan
eksekutif yang bersifat risk averse yaitu eksekutif yang tidak berani untuk mengambil keputusan
dalam bisnis unutuk menghindari adanya kerugian atas tindakan yang telah diambilnya
pajak(Larraza, Gomez, dan Wiseman, 2011). Eksekutif yang memiliki karakter risk taker akan
cenderung lebih tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena eksekutif
lebih berani dalam mengambil keputusan yang berisiko termasuk keputusan dalam melakukan
penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki hak-hak
istimewa dari pemerintah seperti mudahnya pinjaman kredit, tidak adanya pemeriksaan pajak
oleh pemerintah, dan kemudahan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung
melakukan penghindaran pajak perusahaan (Annisa, 2017). Semakin tinggi koneksi yang
dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal
ini karena perusahaan akan memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah seperti pemeriksaan
pembayaran pajak yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Rahayu (2010), sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self
assessment system. Sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung
sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang
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telah dibayarkan atau dapat dikreditkan. Self assessment system memiliki tujuan penting yang
diharapkan ada dalam diri wajib pajak tax consciousness atau kesadaran wajib pajak, kejujuran
wajib pajak, tax mindedness atau hasrat untuk membayar pajak terhadap pelaksanaan
peraturan perpajakan yang berpengaruh terhadap penerimaan negara untuk meningkatkan
pembangunan nasional. Oleh karena itu dengan adanya sistem self assesment system
diharapkan mampu mengurangi tingkat penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran
untuk taat dalam membayar pajak. Dampak yang akan diperoleh dari sisi perusahaan dan
pemerintah yaitu laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas dan transparan, dan
pemerintah juga mempeorleh manfaat yang besar adanya kesadaran dalam pembayaran pajak
untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Hanafi dan Harto (2014) yang
menggunakan 3 variabel yaitu analisis kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan
preferensi resiko eksekutif. Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan 1 variable
independen yaitu koneksi politik. Sehingga diharapkan dapat menambah bukti empiris penelitan
tentang pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko
eksekutif, dan koneksi politik pada tax avoidance.Variabel koneksi politik ini merupakan variabel
dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017). Hubungan dengan penelitian sebelumnya
yaitu dengan membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menguji apakah
kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eskekutif, preferensi risiko, dan koneksi politik
berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena semakin maraknya tindakan
penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh kompensasi
eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan koneksi politik terhadap
penghindaran pajak perusahaan.

Adapun kontribusi dalam penelitian ini yaitu, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat
memberi manfaat bagi pemerintahan dalam hal memperbaiki peraturan dan kebijakan terutama
pada penghindaran pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara, bagi perusahaan,
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam
melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan menghindari kasus penghindaran pajak, bagi
akademis, penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi kepada setiap pengguna karena
manfaat penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Agency Theory

Berdasarkan teori agency pemegang saham mengharapkan manajer melakukan
penghindaran pajak secara optimal (Desai dan Dharmapala, 2006).Teori agensi merupakan
teori yang mempermasalahkan antara pemegang saham dengan pemilik. Kinerja perusahaan
yang telah tercapai diwujudkan dalam laporan keuangan oleh pemilik, karena perusahaan
memiliki sistem desentralisasi dan kebijakan yang lebih besar dari pada pemilik untuk
pendelegasian wewenang (Irwan, dkk, 2017).

Stakeholder Theory

Menurut Donaldson dan Preston (1995) dalam stakeholder theory yang menyatakan
bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh pengaruh stakeholder pada organisasi. Oleh
karena itu manajer memilik tanggungjawab yang besar untuk meberikan hasil berupa
keuntungan kepada semua pihak stakeholder pada organiasi. Berdasarkan stakeholder theory,
perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga
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cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik
perusahaan (Puspita dan Harto, 2014).

Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pasal 1
mendefinisikan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. dalam Zain (2003) Menyatakan bahwa
“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Manajemen Pajak

Menurut Pohan C.A (2013) menyatakan bahwa manajemen perpajakan adalah usaha
menyeluruh yang dilakukan oleh tax manager dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar hal-
hal yang mempengaruhi perpajakan perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien,
dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi yang lebih.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menghindari pajak secara legal dan aman
bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan aturan perpajakan dengan memanfaatkan
kelemahan dalam undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan C.A,
2013). Upaya menghindari pajak suatu perbuatan yang sifathya mengurangi beban pajak
secara legal bukan mengurangi kesanggupan untuk membayar utang-utang pajaknya dengan
menggunakan alternatif-alternatif tertentu.

Menurut Sikka & Hampton (2005) penghindaran pajak dilakukan perusahaan karena
adanya kekhawatiran terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Akuntan
perusahaan pada hal ini akan mencoba untuk meningkatkan keuntungan perusahaan agar laba
yang diperoleh meningkat dengan cara mengurangi pembayaran beban pajak dengan
melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan perusahaan
agar perusahaan tetap kompetitif dan mempertahankan pelayanan kepada klien untuk
meningkatkan pendapatan perusahaan.

Kompensasi Eksekutif

Menurut Dessler (1997) kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan
perusahaan sebagai imbalan balas jasa atas kinerja yang dihasilkan atas kepentingan suatu
perusahaan khususnya terhadap eksekutif. Menurutkompensasi tinggi yang diberikan kepada
eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi
lebih besar pula. Dalam penelitian ini kompensasi Eksekutif yang dimaksud adalah suatu
bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif atau karyawan dalam
bentuk finansial ataupun barang dengan sebagai penghargaan kinerja yang telah dilakukan.

Kepemilikan Saham Eksekutif

Kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan saham yang ditentukan atas seberapa
besarnya modal yang ditanamkan didalam suatu perusahaan. Suatu kepemilikan dapat memiliki
pengaruh yang besar apabila pemegang saham memegang konrol dan mempengaruhi jalannya
perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja yang menjalankan suatu
perusahaan dan mampu mengendalikan konflik antara pihak manajemen dan pemegang
saham. Menurut Armstrong, Blouin, and Larcker (2012) adanya kepemilikan saham eksekutif
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dapat mendorong efisiensi pembayaran dalam pajak perusahaan karena adanya kekuatan
dalam proporsi kepemilikan untuk pengambilan keputusan serta pengendalian mengendalikan
perusahaan.

Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai
akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan
mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat
oleh eksekutif agar keputusan yang diambil memilki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi
dan Harto, 2014). Menurut (Low, 2006) Eksekutif dalam menjalankan tugasnya pemimpin
eksekutif memiliki dua karakter yaitu risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter
risk taker yaitu pemipin yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Sedangkan
eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai
risiko sehingga sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Koneksi Politik

Menurut Annisa (2017) Perusahaan berkoneksi politik merupakan perusahaan yang
memiliki hubungan dekat dengan pemerintah yang mengakibatkan perusahaan memperoleh
hak-hak istimewa seperti kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, risiko pemeriksaan pajak
yang rendah, dan kemudahan lainnya yang menyebabkan perusahaan cenderung untuk
melakukan penghindaran pajak.
Penelitian yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif, kepemilkan saham eksekutif,
preferensi risiko, dan koneksi politik terhadap Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak sudah
banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengklasifikasi faktor yang
mempengaruhi penghindaran pajak dengan cara berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk
mengklasifikasi penelitian sebelumnya ke dalam klasifikasi yang baru.

Pengembangan Hipotesis

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas
jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya
terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk
penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka
berikan kepada perusahaan”. Di dalam penelitian ini, kompensasi yang dimaksud adalah
kompensasi terhadap eksekutif sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan
bentuk penghargaan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan baik yang berbentuk
finansial maupun barang dan jasa pelayanan agar karyawan dapat merasa dihargai dalam
bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) menyatakan bahwa kompensasi
eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan diharapkan dapat
menjalankan strategi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu eksekutif
akan bersedia melakukan suatu tindakan kebijakan termasuk melakukan penghindaran pajak
dan eksekutif akan mendapat keuntungan atas kebijakan yang dibuatnya. Untuk itu kompensasi
yang tinggi merupakan suatu cara yang efisien dalam penghindaran pajak. Hal tersebut karena
eksekutif merasa diuntungkan karena mendapat kompensasi yang lebih tinggi dan akan
meningkatkan kinerja pada perusahaan agar lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H,. : Kompensasi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.
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Kepemilikan saham merupakan suatu proporsi kepemilikan yang ditentukan oleh
seberapa besar penyertaan jumlah saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut
terutama terhadap saham yang digunakan untuk memegang kontrol dan mempengaruhi
jalannya perusahaan sehingga memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan
(Mayangsari, 2015).

Eksekutif sebagai seorang individu merupakan pemegang suatu kendali dan kebijakan
atas jalannya perusahaan. Sebagai pemimpin eksekutif menganggap jika eksekutif melakukan
sesuatu akan memperoleh keuntungan atas suatu tindakan yang dilakukan, oleh karena itu
eksekutif yang memiliki kepemilikan saham akan menjadi bagian dari perusahaan yang secara
langsung atau tidak langsung akan berusaha untuk meningkatkan aliran cash flow perusahaan
untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan
Harto (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh eksekutif berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan eksekutif akan bersedia
melakukan sesuatu jika ia juga mendapat keuntungan atas hal tersebut. Tindakan atas
penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak, sehingga secara tidak langsung
akan berpengaruh positif terhadap cash flow perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H. : Kepemilikan Saham Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai
akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai penentu keputusan akan
mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak tindakan tersebut juga dianalisis secara akurat
oleh eksekutif agar keputusan yang diambil memilki dampak negatif yang paling kecil (Hanafi
dan Harto, 2014).

Eksekutif yang memiliki preferensi risk taker mempunyai keberanian yang lebih besar
dalam menentukan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risikonya yang tinggi. Namun risk
taker dengan keberanianya juga diberi beban agar dapat memberi cash flowyang lebih tinggi
bagi perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas
keberanianya mengambil suatu tindakan atau keputusan (Hanafi dan Harto, 2014).

Preferensi risko akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kinerja eksekutif.
Dampak yang dilakukan atas suatu tindakan juga akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan
untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, termasuk keputusan untuk melakukan
penghindaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amri,
2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang diambil, akan semakin besar return
yang didapatkan. Diantara berbagai tindakan eksekutif yang berisiko adalah penghindaran
pajak. Penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh
terhadap beban pajak yang harus dibayarkan perussahaan menjadi lebih kecil yang
mengimplikasi meningkatkan jumlah cash flow perusahaan. Jadi semakin tinggi preferensi risiko
eksekutif maka akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian
yang dilakukan oleh (Hanafi dan Harto, 2014) menyatakan bahwa preferensi risiko
eksekutifterdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan bahwa hipotesis sebagai berikut :
Hs: Preferensi Risiko Eksekutif Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Koneksi politik yaitu suatu hubungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah.
Perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah akan berusaha untuk
meminimalkan beban pajak karena memiliki kedekatan dengan pemerintah dan kecil
kemungkinan untuk diperiksa. Perusahaan yang berkoneksi politik akan mendapatkan hak-hak
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istimewa seperti kemudahan peminjaman, resiko pemeriksaan pajak yang rendah dan lain
sebagainya yang menyebabkan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Menurut Agustino (2007:4-5), dalam Hardianti (2014) menejelaskan bahwa dalam
kehidupan sehari-hari hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan
antara satu dengan yang lain. Karena keduanya akan tetap saling mempengaruhi. Simbiosis
keduanya dapat dilihat secara jelas dengan cara mencermati bentuk keputusan-keputusan atau
aturan-aturan pemerintah dalam kaitanya dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemrintah
yang berangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardianti (2014) menyatakan bahwa koneksi politik
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan BUMN
terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi koneksi
politik yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk tindakan
penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha4 : Koneksi Politik Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2015 — 2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunaakan analisis
regresi linear berganda. Adapun kriteria penentu sampel penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan manufaktur go public yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperoleh
laba dari tahun 2015-2018.

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
selama periode penelitian.

3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk menghitung variabel yang diteliti.

Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan.

5. Perusahaan memiliki data lengkap yang digunakan untuk penelitian yaitu data laporan
keuangan yang berakhir 31 Desember dan data pajak perusahaan.

»

Berdasarkan kriteria sampel diatas diperoleh data sebanyak 92 sampel perusahaan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder data keuangan
perusahaan manufaktur dari laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari www.idx.co.id
periode tahun 2015-2018.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS versi 21 sebagai alat
untuk menguiji data.

Definisi Operasional Variabel
Variabel Penelitian

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara upaya penghindaran pajak secara legal
dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan dengan mencari kelemahan peraturan
yang biasanya sering dilakukan oleh suatu perusahaan (Mayangsari, 2015). Pengukuran yang
digunakan dalam variabel ini menggunakan CETR (cash effective tax rate) yang
memperhitungkan pembayaran pajak secara kas tehadap laba sebelum pajak penghasilan
(Hanafi dan Harto, 2014). Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung CASH ETR
sebagai berikut:
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Pembayaran Pajak
CASH ETR =

Laba Sebelum Pajak

Semakin besar CASH ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran
pajak perusahaan (Mayangsari, 2015).

Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti penelitian yang
dilakukan oleh Armstrong, Blouin, dan Larcker (2012) yang menyatakan kompensasi eksekutif
dapat dihitung dengan menggunakan total kompensasi yang diterima eksekutif selama setahun
untuk proksi kompensasi eksekutif. Proksi kompensasi eksekutif dapat diukur dengan nilai
logaritma natura dari nilai total kompensasi eksekutif pada laporan keuangan dan annual report.

Variabel kepemilikan saham eksekutif menurut Hanafi dan Harto (2014) menyatakan
bahwa kepemilikan saham eksekutif adalah presentase jumlah saham yang dimiliki eksekutif
terhadap jumlah saham yang beredar dengan melihat data kepemilikan saham yang terdapat
pada annual report perusahaan. Variabel preferensi risiko pada penelitian ini dapat dibedakan
menjadi risk taker dan risk averse dengan cara mengukur perusahaan yang dipimpinnya. Risiko
perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik
penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan. Menurut (Mayangsari, 2015)
risikodapat diukur dengan rumus :

RISK = \/Z:_l(E — T Z:_lE)Z/(T —1

Keterangan:
E = EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization)/ Total Asset
T = Total Sampel

Variabel koneksi politik dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy yaitu
dengan memberikan nilai 1 pada perusahaan yang berkoneksi politik dan nilai 0 (nol) untuk
perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Ada tidaknya koneksi politik pada penelitian ini
berdasarkan kriteria yang mengacu pada penelitian (Faccio, Masulis, dan McConnel, 2006),
(Sudibyo dan Jianfu, 2016), dan (Boubakri, Cosset, dan Saffar, 2008).

1. Salah satu pemgang saham terbesar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10%
dari total saham dengan total hak suara ) merupakan anggota partai, atau pejabat
pemerintahan.

2. Jika ada salah satu eksekutif komisaris atau direksi perusahaan sedang menjabat atau
pernah bekerja pada perusahaan BUMN.

3. Jika ada salah satu direktur atau komisaris perusahaan yang menjabat atau pernah
menjabat sebagai politikus partai, anggota DPR, Menteri Kabinet, ketua atau pejabat tinggi
lain pada birokrasi pemerintah termasuk Pegawai Negeri Sipil dan militer.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran deskriptif
mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai
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rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Apabila nilai rata-rata variabel independen lebih tinggi
dibandingkan dengan standar deviasinya, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut
cenderung meningkat.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Std. deviasi
Kompensasi 79 7,19669 13,45258 9,5541593 1,30914144
Eksekutif (KOM)

Kepemilikan 79 0,00032 0,61660 0,2291313 0,18683024
Saham (KEP)

Preferensi Risiko 79 0,00884 0,30490 0,05333297 0,05695919
(RISK)

Koneksi Politik 79 0,0 1,0 0,266 0,4446
(cop)

Penghindaran 79 0,23018 0,85079 0,5528424 0,13280940

Pajak (CETR)

Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21

Data yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 79 perusahaan selama 4 tahun yang
berasal dari laporan keuangan dan annual report. Dilihat dari hasil perolehan pada tabel 1
mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham ekekutif, dan preferensi risiko
eksekutif, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2015-2018 diketahui hasil analisis deskrptif CASH ETR menunjukkan
bahwa semakin besar nilai CASH ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran
pajak perusahaan, begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada nilai rata-rata CETR
sebesar 0,5528424 dan standar deviasi sebesar 0,13280940. Nilai rata-rata yang yang lebih
tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak cenderung lebih
tinggi sebesar 55,28%.

Hasilanalisis deskriptif yang diperoleh padavariabel kompensasi eksekutif menunjukkan
bahwa nilai rata-rata sebesar 9,5541593 dan standar deviasi sebesar 1,30914144. Nilai rata-
rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat kompensasi eksekutif
cenderung tinggi.

Hasilanalisis  deskriptif yang diperoleh pada variabel kepemilikan saham
eksekutifmenunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,2291313 dan standar deviasi sebesar
0,18683024. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa
kepemilikan saham yang dimiliki eksekutifcenderung tinggisebesar 22,91%

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel preferensi risiko eksekutif
menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,05333297dan standar deviasi menunjukkan
sebesar 0,05695919. Nilai rata-rata yang lebih rendah daripada standar deviasi menunjukkan
bahwa nilai risiko cenderung rendahsebesar 5,33%.

Hasil analisis deskriptif yang diperoleh pada variabel terakhir yaitu koneksi politik
menunjukkan bahwa nilai minimum koneksi politik sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1
dengan rata-rata sebesar 0,266 dan standar deviasi sebesar 0,4446. Nilai rata-rata yang lebih
rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan koneksi politik perusahaan dengan pemerintah
cenderung rendah yaitu sebesar 26,6%.
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Uji Model

Hasil pengolahan data menunjukkan hasil Adjusted R Square sebesar 0,110 yang berarti
bahwa nilai 11 % variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan
hasil pengolahan data nilai uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,412 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,013 yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini berarti model regresi tersebut
dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji asumsi klasik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan
antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji
Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Tabel 2Hasil Uji Asumsi Klasik

B Uji Multikolinearitas
Kolmogorov Uji
Variabel -Smirnov Uji Run Test | Heterokedast
Test isitas Tolerance VIF
KOM 0,860 0,639 1,564
KEP 0,843 0,795 1,257
0,870 0,911
RISK 0,828 0,822 1,217
COP 0,684 0,725 1,380

Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21

Hasil yang didapat dari uji normalitas menggunakan Uji One Sample Kolmogorov-
Smirnov Test yaitu seluruh data telah terdistribusi normal yang dapat dilihat dari nilai
signifikansi sebesar 0,870 yang lebih besar dari 0,05.Hasil Uji multikolinearitas pada penelitian
ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang dapat dilihat pada tolerance value
(TV) dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila TV dibawah 0,10 dan
nilai VIF diatas nilai 10.Hasil uji hetersokedastisitas menunjukkan bahwa pada penelitian ini
tidak terjadi heterokedastisitas yang dapat dilihat dari nilai residual masing-masing variabel
independen lebih dari 0,05 melalui uji rank spearman. Terakhir yaitu uji autokorelasi dengan
menggunakan uji run test dengan hasiltidak terjadi autokorelasi yang dapat dilihat dari nilai
asmpy sigsebesar 0,911 lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan regresi linear berganda pada
peneltian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil tabel analisis regresi linear
berganda dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel B T Sig
Constant 0,540 4,017 0,000
KOM 0,010 0,760 0,450
KEP -0,212 -2,492 0,015
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RISK -0,606 -2,205 0,031
COP -0,017 -0,454 0,651

Sumber : Data diolah oleh peneliti menggunakan SPSS 21.

Berdasarkan hasil uji regreasi linear berganda diperoleh perasamaan regeresi sebagai
berikut :

Tax Avoidance = 0,540 + 0,010 — 0,212 - 0,606 — 0,017 + ¢

Dari hasil pengolahan data diatas dapat dikatakan bahwa :

1. Hasil regresi linear berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,540, artinya apabila
variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko, dan koneksi
politik bernilai 0 maka tindakan penghindaran pajak bernilai 0,540.

2. Nilai koefisien regresi kompensasi eksekutif menunjukkan koefisien sebesar 0,010, dengan
parameter positif. Hal ini berarti apabila nilai kompensasi eksekutif (X1) mengalami
peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak mengalami peningkatan
sebesar 0,010, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar
0,450 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka H; ditolak.

3. Nilai koefisien regresi kepemilikan saham eksekutif menunjukkan koefisien sebesar -0,212
dengan paramater negatif. Hal ini berarti apabila nilai kepemilikan saham eksekutif (X2)
mengalami peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak mengalami
penuruan sebesar 0,212, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada
tabel sebesar 0,015 yang lebih rendah dari 0,05 maka Hxditerima.

4. Nilai koefisien regresi preferensi risko eksekutif menunjukkan koefisien sebesar -0,606
dengan parameter negatif. Hal ini berarti apabila nilai preferensi risiko (X3) mengalami
peningkatan 1 satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak akan mengalami penurunan
sebesar 0,606, dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar
0,031 yang lebih rendah dari 0,05 maka Hs diterima.

5. Nilai koefisien regresi koneksi politik (X4) menunjukkan koefisien sebesar — 0,017 dengan
parameter negatif.Hal ini berarti apabila nilai koneksi politik mengalami peningkatan 1
satuan maka nilai tindakan penghindaran pajak akan mengalami penuruan sebesar 0,017,
dan begitupula sebaliknya, sedangkan nilai signifikansi pada tabel sebesar 0,651 yang
lebih rendah dari 0,05 maka Ha ditolak.

PEMBAHASAN

Kompenasi Eksekutif Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t diketahui bahwa kompensasi eksekutif mempunyai nilai signifikansi
sebesar 0,450 yang lebih tinggi dari a = 0,05, sehingga H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan
bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.
Menurut Armstrong, et al (2015) Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif atau CEO
bertujuan untuk mempengaruhi kinerja mereka dan meningkatkan harga saham perusahaan.
Adanya peningkatan kinerja juga akan berdampak terhadap peningkatan pembayaran beban
pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Disisi lain perusahaan juga meningkatkan laba
setelah pajak dengan cara melakukan pengurangan terhadap pembayaran pajak perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa pemberian kompensasi eksekutif tercapai
karena adanya peningkatan laba dan beban pembayaran pajak. Oleh karena itu eksekutif akan
berusaha untuk mengurangi pembayaran beban pajak yang tinggi. Namun kompensasi yang
eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya tidak untuk melakukan
tindak penghindaran pajak. Agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka hal
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yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengubah sistem pemberian kompensasi dalam
bentuk bonus, tunjangan, atau fasilitas kesejahteraan dengan menambahkan sitem kompensasi
yang berbasis saham.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita dan
Harto (2014), Darsono (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kompensasi
eksekutif tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, tetapi hasil penelitian ini
tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) dan Mayangsari
(2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh
terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Kepemilikan Saham Eksekutif Terhadap penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kepemilikan saham eksekutif mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,015 yang lebih rendah dari a = 0,05, sehingga H2 diterima. Hasil ini
menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap tindakan
penghindaran pajak. Berdasarkan nilai koefisien beta yang bernilai negatif menunjukkan bahwa
adanya hubungan kepemilikan saham eksekutif terhadap CASH ETR yang dapat dinilai dari
naik atau turunnya nilai CASH ETR bahwa semakin rendah nilai CASH ETR maka semakin
tinggi tingkat penghindaran pajak perusahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin
besar kepemilikan yang dimiliki eksekutif akan meningkatkan kinerja perusahaan dan eksekutif
akan memperoleh keuntungan yang tinggi salah satunya dengan melakukan upaya untuk
efisiensi pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafi dan
Harto (2014), Mayangsari (2015) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa kepemilikan
saham eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil
penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsono (2015) yang
memberikan konfirmasi empiris bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh
terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa preferensi risiko eksekutif mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,031yang lebih rendah dari a = 0,05, sehingga H3 diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap tindakan penghindaran
pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan adanya nilai koefisien beta yang bernilai
negatif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara nilai RISK dengan tingkat penghindaran pajak.
Pada penelitian ini membuktikan adanya pengaruh RISK terhadap CASH ETR. Eksekutif yang
memiliki risk taker yaitu eksekutif yang berani mengambil keputusan salah satunya terhadap
penghindaran pajak, eksekutif yang memiliki sifat risk taker akan semakin tinggi tingkat
penghindaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari naik atau turunya nilai CASH ETR bahwa semakin
rendah CASH ETR maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Pada penelitian ini
menunjukkan koefisien negatif pada preferensi risiko eksekutif yaitu artinya bahwa preferensi
risiko eksekutif risk taker memiliki pengaruh sebesar 60% lebih tinggi daripada risk averse.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012),
Hanafi dan Harto (2014) yang memberikan konfirmasi empiris preferensi eksekutif berpengaruh
terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015).

Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Uji t diketahui bahwa koneksi politik mempunyai nilai signifikasnsi sebesar
0,651 yang lebih tinggi dari a = 0,05, sehingga H4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi
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politik tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Variabel koneksi politik dalam
penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin tinggi koneksi politik tidak
mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak perusahaan karena tidak ada aturan
dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih rendah
atau lebih tinggi dalam hubungan politik perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah akan berfikir lebih panjang
terhadap dampak yang dapat terjadi atas tindakan tersebut. Perusahaan akan mendapat citra
yang buruk dilingkungan masyarakat atas tindakan penghindaran pajak tersebut dan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan karena tidak adanya transparansi
dalam dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan
akan memilih untuk menjaga citra baik perusahaan dan memanfaatkan keuntungan jangka
panjang dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak melalui hubungan politik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah (2015), Lestari
dan Putri (2017), dan Nugroho (2011) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa koneksi
politik tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan, tetapi hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Darminto, dan N.P
(2014), Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang memberikan konfirmasi bahwa koneksi politik
berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
Kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini
disebabkan karena pemberian kompensasi eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan
kinerja dan efisiensi biaya tidak untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Agar kompensasi
eksekutif dapat menjalankan eksekutif sesuai dengan tugasnya dengan baik maka hal yang
harus dilakukan yaitu mengubah sistem pemberian kompensasi dalam bentuk bonus,
tunjangan, atau fasilitas kesejahteraan dengan menambahkan sitem kompensasi yang berbasis
saham.Semakin tinggi kompensasi eksekutif maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran
pajak perusahaan. Maka H; ditolak, kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hal ini karena adanya kepemilikan saham eksekutif dimana eksekutif
eksekutif memperoleh hak dalam pengambilan kepututsan dan memiliki kontrol pada
perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak
perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham eksekutif maka akan berpengaruh terhadap
tingkat penghindaran pajak. Maka H; diterima, preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh
terhadap penghindaran pajak. Preferensi risiko yang diproksikan dengan deviasi standar dari
earning menunjukkan bahwa risiko eksekutif mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal
ini karena semakin tinggi risiko akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.
Maka Hs diterima, koneksi politik tidak memilki pengaruh terhadap penghindaran pajak.Hal ini
disebabkan karena dalam peraturan perpajakan tidak terdapat aturan tentang tinggi atau
rendahnya tarif pajak dalam hubungan politik, selain itu perusahan lebih memperhatikan citra
baik perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.Semakin tinggi tingkat
koneksi politik maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Maka Hs
ditolak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana penelitian ini hanya terbatas pada
92 perusahaan yang merupakan sektor manufaktur saja, sehingga tidak dapat untuk
menjelaskan hasil secara umum pada sektor industri lainnya.
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Atas dasar keterbatasan tersebut, maka untuk penelitian kedepannya disarankan agar
memperluas objek penelitian dengan menggunakan beberapa industri lainnya agar lebih
bervariasi dengan tujuan agar menggambarkan secara luas keadaan penghindaran pajak di
Indonesia. Selain itu, penelitian selanutnya dapat menggunakan pengukuran proksi lain seperti
seperti GAAP ETR (Effective Tax Rates). Terakhir penelitian selanjuntya diharapkan dapat
mengembangkan atau menambah variabel dalam penelitian penghindaran pajak agar mampu
memberi hasil yang lebih menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran
pajak.
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